
Pasal 3 

Undang-Undang Nemer Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (lembafan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik lndones!a Tahun 2004 Nom0< 53, 
Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Nomor 4389): 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA • 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARO 
NOMOR 42 TAHUN 2011 

TENT ANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAVA CETAK 
KARTU TANDA PENOljOUK, KARTU KELUARGA 

DAN AKTA CAT AT AN SIPIL 

BUPATI K£PULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO, 

Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Oaerah Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusl Jasa Umum. maka relribusi pengganti 
bfaya cetak adalah jenis retribusl daerah kabupaten, 
yang men/adi dasar bagi pemerinlah daerah untuk dapat 
menarik pungutan sebagai pengembalian biaya pencetak.an 
serta dokumen kependudukan yang dibutuhkan masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di alas, per1u ditetapkan dengan 
Peraturan Bupafl Kepulauan Slau Tagulandang Biaro. 

Mengingat 

sctlap orang 
da1am Serita 

Pasal 4 

Peraturan Bupatl lnl mulal beriaku pada tanggal dlundangkan. Agar 
meogetahulnya, memerlntahkan pengundangan dengan penempatannya 
Daerah Kabupaten Kepolauan Slau Tagulandang Blaro. 

Pasal 2 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasai 2 merupakan baglan yang tidak tcrpisahkan 
dar1 Peraturan lni. 

Oitelapkan di Ondong Siau 
pada tanggal Agustus 2011 

BUPAT1 KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BlARO, 

_j . 
-2 _, ·:::. c:=) 

TONI SUPIT 

Penjabaran APBD sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1 dlrind lebih lanjut pada Lamplran 
Peraturan lnl, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APSO. 

Oiundangkao di Ondong Slau 
pada tanggal S Agustus 2011 

SEKRETARIS DAERAH e "« e�is�M 
PEMB NA UTA A MUDA 

NIP. 19 1116 3 1 003 

BERITA OAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGUtANDANG BlARO 
TAHUN 2011 NOMOR 
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MEMUlUSKAN: 

12. Peraturan Pem�rintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberia'n dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak Oaerah !fan Retnbusi Oaerah (Lembaran Negara 
Republik lod�sla Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Ne9a\-a Republik Indonesia Nomor 5161); ' 13. Peraturan Menterl Oalam Negerl Nomor 1 A Tahun 1995 
lentang Penye/enggaraan Pendaflaran Penduduk O;ilam ' Rangka Sistem lnformasJ: 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi I 
Jasa Umum (L�baran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau 
Tagutandang BISiro Tahun 2011 Nomor 6). 

1. Keputusan Pre�iden Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Pendaftaran Pe�uduk; 

2. Keputusan Me�teri Oalam Negerl Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan �etribusi Oaerah. 

PERATURAN BUPATJ TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN 
BJAYA CETAK KARTU TANDA PENDUOUK, KARTU 
KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPll 

BABI 

KETENTOAN UMUM 
Pasal 1 

Oalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan. 
1 Daerah adalah Kabup�n Kepulauan Srau Tagulandang Biaro. 
2. Kepala Oaerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupali Kepulauan Slau Tagutandang 

Biaro dan· Perangkat Daerah seba9ai unsur penyetenggara 
Pemerinlatian Kabupafen Kepulauan Siau Ta9ulandang Biaro. 

4. _Kartu Tanda Pendudu� selanjutnya disingkat KTP adalah identitas 
resmi Penduduk seb&gai bukti diri yang dlterbltkan oteh lnslansl 
Pelaksana yang ber1Jku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. · 

5. Kartu Keluarga selanJp1nya · dislngkat KK ada!ah kartu ldentitas 
keluarga yang memua( data .tentang nama,susunan dan hubungan 
dalam ketuarga,serta ld�ntitas anggota keluarga. 

Memperhatikan 

Menetapkan 

Undang-Undang 
Pemerintahan O'aerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndone'sia Nomor 4844), 
Undang-Ulldang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan 
Pemenntahan Oaerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126.Tambahan Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Nomor 4438). 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 lenlang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndoll8sia Nomor 4634). 

7 Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimstrasi 
Kependudukan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nornor 124, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4674); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang 
Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan lerrbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4691). 
g Undan9.undan9 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 5038), 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan9 Pa1ak 
Oaerah dan Retribusl Oaerah (Lembaran Negara Repubhk 
Jndortesia Tahlll"f 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran 
Negara Republ1� Indonesia Nomor 5049), 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 ten\ang 
Penyerahan Sebaglan Urusan Pemerintahan di Bidang 
Penyelenggaraan Pendaflaran Penduduk kepada Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 
45,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor3H2), 

4_ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara 

Repub�k Indonesia Nomor 4437}: aebagaimana lelah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang·Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang 



BABIU 

GOLONGA� RETRJBUSI 

17. Penyidikan lindak pidana dibldang relribusi adatah serangkalan 
Undakan yang dllak\Jkan oleh penyidlk untuk mencari serta 
mengumpulkan buktl �ang dengan bukli ltu membuat terang tindak 
pldena dlbJdang rl!tribusl yang te�adl serta menemukan 
teraangkanya. 

Tanda Penduduk, l<artu 
Catata'n Sipil digolongkan sttbagai Retribusr Jasa 

Pa�al5 

Pengganlian Bi�ya Celak Kartu 

B�B fl 
NAMA, OBJEK OAN SuBJEK RETRIBUSI 

I Pasal2 

Retribusl Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.Kartu 
Keluarga dan Akta Catalan Slpll dipungut retribusi atas penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Slpil. 

Pasal3 

Objek Retribusl Pengganti�n 
Biaya Cetak Kartu Tanda Pel'ldUduk 

Kartu 
Ketuarga dan Akta Catalan Sipll adalah pelayanan : 
a. Kartu Tanda PendlJduk 
b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggat 
c. Kartu ldentitas Kerja 
d. Kartu PendUduk Sementara 

e. Kartu ldentltas Pendudtlk Muslman 
f. Kartu Keluarga 

g. Akta Catalan Slpll yang meliputi Akta Perkawinan, Alda 
Perceraian, Akla Pa"Qesahan dan Pengakuan Ana� Akta Ganli 
Nama bagf Warga Neg.ira AsJng dan Akta Kematlan. • 

Pa'sa! 4 

Subjek Retribu1i Pengga1tian Biaya Cetak. Kartu Tanda Panduduk 
Kartu Ketuarga dan Akt� Catalan Slpil adalah orang pribadJ yan� 

memperoleh Jasa pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Catalan Sipil. 

Retribusi 

Kal!)arga dan Akt.a 
Umum. 

6. Akta Catalan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta PerkawinanAkta 
Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak,Akta Ganti 
Nama bagl Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang 
diterbitkan oleh Dinas Kependodukan Daerah. 

7. Kartu ldentltas Kerja ,ldatah kartu yang diberikan un\uk kepentingan 
pancari ke�a. 

8. Penduduk Sementara· adalah pencluduk yang berdomisili kurang 
dari 6 bu!an. 

9. Penduduk Musiman adalah pendoduk yang tingga1 sementara 
dibawah 5 Tahun. 

10. Retribusl Jasa Umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan 
atau d1berikan oleh Pemerintah Oaerah unlul( tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umuffl serta dapat dlnikmati oleh orang pribadi. 

11 Retribusi Penggantian· Biaya Cetak Kartu Tanda PendlJduk I Kartu 
Keluarga dan Ak.ta Catalan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi 
adalah pembayaran alas penggantlan biaya cetak Kartu Tanda 
Penduduk,Kartu Keluarga dan Akla Catatan Sipil yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Oaerah un\uk 
kepenhngan pribadi 

12. Waj1b Retribusl adalah orang pribadl yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusl diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi. 

13. Masa Retribusi adalah1suatu Jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa 
pencetakan Kartu Tanda Penduduk. Kartu Keluarga dan Akta 
Catalan Slpil. 

14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Oaerah yang selanjutnya dapat 
dislngkat SPORO adatah surat yang dipergunakan oleh Waj1b 
Retrlbusi dan sebagai dasar penghitungan dart pembayaran 
retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan 
Retribusi Oaerah. 

15. Surat Ketetapan Retribllsl Oaerah yang selanjutnya disingk.at SKRO 
adalah surat ketetapa(\ retribusi yang menentukan besamya jumlah 
pokOk retribusi yang terutang. 

16. Pemeriksaan ada!ah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data,keterarlgan, danlatau bukti yang dllaksanakan 
secara obJektif dan profesiona1 berdasark.an suatu standar 
pemeriksaan untuk mengu� kepatuhan pemenuhan kewajiban 
relribusi dalam ranqka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusl daerah. 



(3) Pelayanan Jasa Pemti!-iatan Kartu ldenttta1 Kerja dengan rincian 
sebaga! berlkut : 

Struktur dan besaran tarff digolongkan berdasarkan Jenis petayanan 
yang diberikan. 

5 (lima) 

Rp.350.QOO,. 
Rp. 5.000,- 

Rp.250.000,. 
Rp. 5.000 .• 

Rp.75.000.· 

Rp, 5.000.· 

Rp.350.000,. 
Rp. 5.000,- 

Rp.50.000,. 
Rp. 5.000,. 

Rp.250.000,· 
Rp. s.ooo .• 
Rp. 10.000,. 
Rp. 5.00Q,. 

Rp 10.000.· 
Rp. 5.000,· 

C8tak Akta Pencatatan Sipil dengan rincian 

Blaya Retrlbusl Kartu Kelua,oa 
' 

(WNI) 

Blaya cetak 

' 2. Warga Negara As/ng 
r,/NA) 
Biaya cetak 

(b) Akta Perceralan : 

1. Warga Negar3 Indonesia 

(WNI) 
Biaya cetak 

2. Warga Negara Aslng 
IWNA) 
Blaya cetak 

(c) Akta Pengakuan dan Pengesahan .,,,, 
BJaya cetak 

(d) Akta Gant! Nama bagi Warga Negara AsJng 
(WNAJ 

Biaya cetak 

(e) Akta Kematian 

Biaya eetak 

Blay. cetak 

(5) Penggantian blaya 

sebagai berikut : 

(a) Akta Perbwinan : 

1. Warga Negara Indonesia 

I 
(4) Pelayanan Jasa Pembuatan Kartu Keluarga dengan rinclan sebagal 

benKut: 

BAB VU 

MA.SA RETRtBusi DAN SAA T 

TERUTANG RETR/BUSI 

PaialS 

Masa relli>usl KTP/KK adalah jangka waktu yang lamanya 
tahun. 

Rp. 5.000.· 
Rp. 5.000,· 

Rp. 5.000,. 

Rp.10.000,· 

Rp. 5.000,· 

Biaya cetak 

Kartu ldentitas Penduduk Musiman 

Biaya cetak 

Biaya Retribusi 

Blaya cetak 

BABVI 
STRUKTUR DAN BESARNYA T ARIF 

Pasal 8 

(1) Pelayanan Jasa PembUatan KTP dengan rinclan sebaga1 berikut: ' 
81aya retribusi KTP Rp.10.000,· 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa1diukur befdasafkan jumlah KTP/KK dan atau 

Akta Catalan Slpil yang dicetak. 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN 

TARIF RETRIBUSI 

Pisa1 7 

BAB IV 

CARA MENdUKUR TINGKAT 

PENGGUNAAN JASA 

(1) Pnnsip dan Sasaran datam penetapan tarif rettibusi adalah 
penggantian biaya cetak KTP/KK dan atau Alda Catalan Sipil. 

{2) Biaya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah blaya cetak per 
satuan KTP/KK dan atau Akta Catalan Sipil yang dibayar1<an oleh 
Pemerintah Oaerah k�ada percetakan. 

Biaya cetak Rp. 5.000.· 
(2) Petayanan Jasa PembLatan Kartu Keterangan Bertempat T1ng9al 

dengan rlncian sebagai1berikut : 

Biaya Retribusi Rp. 5.000,· 

-·- 



P�sal 10 

Masa relribusi terutang �
dalah 

pada saal diterbitkan Surat Ketetapan 
Retribusi Oaerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. 

eAevm 
' Wt LA YAH PEMUNGUT AN 
I Pasal 11 

Retribusi Penggantian �iaya Cetak Kartu Tanda Penduduk,Kartu 

Keluarga dan Alda Cata'tan Slpi1 yang terutang dipungut di wi\ayah 
Kabupaten Kepuleuan Sla'u Tagulandang Biaro. 

BAB1X 
' SURAT P�NOAFTARAN 

Pasal 12 
(1) Waj1b retnbusi dihaluskan mengisi Surat Pendaftaran Objek 

Retribusf Daerah (SPdRO). 

(2) SPORD sebagalmana, dimaksud pada ayat (1) harus diisl dengan 

jelas,benar dan lengkkp serta dilandatangani oleh wajib retribusi 

atau kuasanya. 

(3) Bentuk.isi serte tata ! cara penglsian dan penyampaian Surat 

Pendaftaran Objek ftelribusi Oaerah (SPORO) sebaqarmana 

dimaksud pada ayat (1) ditelapkan o1eh Kepala Oaerah. 

B'AB X 
PENETAPAN RETRtBUSI 

Pasal 13 

(1) Berdasar11.an Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah ( SPORO) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) o.tetecxen Retribusi 

terutang dengan men'erbitkan Surat Ketetapan Retribusl Oaerah 
(SKRO ) atau dokume� lain yang dipersamakan. 

(2) Bentuk,isl serta lata I eara penerbitan dan penyampaian Surat 

Ketetapan Retribusi baerah (SKRO) atau dokumen lain yang 

d!persamakan 
sebagai�ana 

dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan o!eh 
Kepala Oaerah. 

e.b.ex1 
TAT A 

CARA\PEMUNGUT 
AN 

Pa'sal 14 

(1) Relnbusi dlpungut denOan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 

Oaerah (SKRD) atau d6kumen lain yang dipersamakan. 

(2) Retribusl Kartu Tanda �enduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catalan 

Sip1I dipungut eecara Jrorangan. 

(3) Tata cara pelaksanaa'n pemungutan retribusi ditetapkan dengan 

peraturan Kepala Daer8h. 

BABXll 

TATA CARA,PEMBAYARAN 

PaSal 15 
(1) Retribusi yang terutangld1!unasi sekallgus dimuka. 

(2) Unluk KTP dan Kartu Keluarga retribusi yang lerutang dilunasi 

seka\igus dimuka untu� 1 (salu) kali masa retribusL 

(3) Tata cara pembayaran!penyetoran dan lempal pembayaran retribusi 
' diatur dengan Keputus.in Kepala Daerah. 

BA'B XIII 
! 

SANKSI At>MINISTRASI 

Pasal 16 
Oalam hal wajib retribusi 'udak membayar tepat pada waktunya a\au 

kurang membayar,dikenakin sanksJ adm!nlstratif berupa bunga sebesar 

2 % ( dua persen ) dari r�tribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih menQgunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah 

(STRO). 

BAB XIV 

TATA CAR.4 PENAGIHAN 

PaSa! 17 

(1) Sebagai awal tindaka� pe!aksanaan penagihan retribusi diberikan 

surat leguran atau sura�peringatan atau surat lain yang sejenis. 
(2) Oalam jangka waktu Y<\ng telah ditentukan,surat teguran atau surat 

peringatan atau surat 1aln yang seJenls wajib retnbUsi harus melunas! 
retribusi tertJlang. 



orang pribadl atau 
di bidang retribusl 

BAB XVII 
I 

KETENTUAN PIOANA 
I 

Pa:sal 20 
retribusl yang tidlak melaksanakan 

I 
c. Memlnta keterangan dan bahan bukti dari 

badan 
sehubunganl 

dengan tindak pldana 
daerah; 

d. Memeriksa buku,ca!atan dan dokumen lain berkenaan dengan 
lindak pldana di bkf�ng retribusl daerah: 

e. Melakukan pengga/edahan untuk mendapatkan bahan buktl 
pembukuan,pencatatan dan dokuman lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan buktl tersebut: 

f. Meminta bantuan t9naga ah� dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak piclana dl bidang retribusi daerah: 

g. Menyuruh berhentl danlatau melarang se,�ng menlnggalkan 
ruangan atau tei'npat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan 'memeriksa ldentitas orang,benda.danlatau 
dokumen yang dibaWa: 

h Memotret seorang y'ang bal1(aitan dengan lindak pidana retribu,l 
daerah: 

I. Memanggil orang Untuk didengar keterangannya dan diper1ksa 
I 

sebagal tersangka atau saksi: 

J. Menghentikan penyidlkan;danlatau; 

k. Melakukan lindakan lain yang pertu untuk kelancaran penyidikan 
llndak pidana di bid�ng retribusl daerah sesuaJ dengan ketentuan 
peraturan perundang..undangan. 

(4) Penyidik sebagaimanal dlmaksud pada ayat (1) memberilahukan 
dlmulainya penyidikan; dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum meta1ul Penyidik Pejabat Polisl Negara 
Republik 1™1onesia.seiuai dengan ketentuan yang diatur dalam I 
Undang-Undang Hukum Acara Pldana. 

Wajlb kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan Oaerah diancam piclana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pldana I denda paling banyak 3 (tlga) kall jumlah 
retrlbusJ terutang yang tidak atau kurang bayar. 

B�B XVI 
PENY'IDIKAN 

Pa�al 19 

(1) Pejabat Pegawal Neg�ri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewena�g khusus sebagai penyidik untuk melakukan 

penyidikan tindak pidaria di bidang relribusi, :,ebagaimana dimaksud 
dalam Undang·Undang,Hukum Acara Pidana 

(2) Penyldik sebagaimanJ dlmaksud pada ayat (1) adalah pejabat 
pegawai negerl sipil lertentu tll Hngkungan Pemerintah Oaerah yang 

diangkat oleh pejabatlyang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima,mencarl.+engumpulkan dan mene1iti keterangan atau 
laporan berkenaan pengan tindak pldana dlbidang rettibusl agar 
keterangan atau taP?ran tersebut menjadi lengkap dan ;eias: 

b. Meneliti, mencari, lf1engumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
aehubungan dengaJ tindak pidane retribu1I daerah; 

et.a xv 
KERINGANAN, PENGUfft'NGAN DAN PEMBEBASAN 

Pe:,al 18 

(1) Kepala Oaerah dapat\ memberikan keringanan, pengurangan dan 

pembebasan kepada ..Jajib relribusl. 

(2) Pengurangan dan keri�ganan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),dengan men,perhallkan kemampoan masyarakat eecern 
I dtberikan kepada keluerga yang bdak mampu ,orang cacat. pelaJar 

atau mahilslswa. . 
(3) Pembebasan retribusl 1ebagalmana dimaksud pada ayat (1) antara 

lain untuk wajib retribuJJ yang berusia lanjut atau berusia 60 tahun ke 

alas. 
C•) Tata cara pemberian keringanan. pengurangan dan pembebasan 

sebagaimana dimaksJ pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
' Kepala Oaerah. 

(3) Surat teguran,surat 'peringatan atau surat lain yang seJenis 
I 

,ebagaimane dimak:,ud pad8 eyat (1) dikeluanlan oleh Pe/abat yang 
berwenang. 

·- 
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BUPATI KE;PULAUAN SIAUTAGULANDANG UIARO 

Mengingat 

Menimbang a. bahwa untuk mcmperkuat struktur permodalan pada Perusahaa� Daerah 
Petayaran, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tag\)lanclang 

I aero pada tahun 2009 clan tahun 2010 melakukan penyert:aa{l modal 
dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomls, SOSial dan manfaat 
1alnnya demi terdptanya pertumbuhan ckonoml dalam rangka 
memajukan keseJahteraan umum; 

b. bahwa untuk tertib adminlstrasi dalam pengelotaan keuangan daerah 
berdasarkan Pasat 19 ayat (1) Peraturan Oaerah Kabupaten �lauan 
Slau Tagulandang Blaro Nomor 1 Tahun 2011 tentang lnvestasi 
Pemerlntah Daerah pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupatl; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurur a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepurauan Siau 
Tagulandang Biaro tentang Penyert.aan Modal pada Perusahaan Daerah 
Pelayaran. 

I. Unclang·Undang Noinor 28 Tahuo 1999 tentang Penyelenggaraa(l Negara 
yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik lndonesla Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lenberan 
Negara Repubbk Indonesia Nomor 3851); 

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahuo 2003 teotang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Notnor 47, Tarbahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Uodang Nomor" l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TafObahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ' 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIA.RO, 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANOANG BIARp 

NOMOR 41 TAHUN 2011 
TENT ANG 

PENYERTAAN MODAL PAOA PERUSAHAAN OAERAH PELAYARAN 

BA�XVIII 

KETENTUl{N PENUTUP 
Pas·a1 21 

Pada saal Peraturan 
Bupa} 

inl beriaku maka semea Peraturan Bupau 
yang mengatur dan atau "lemuat tentang Retribusl Pengganlian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Pendllpuk, Kartu Keluarga dan Alda Catatan SipH 
sepanjang bertentangan d&pgan Peraturan Bupati ini dlnyatakan dicabut 
dan tidak berlaku lag!. 

PaJa1 22 
I 

Peraturan Bup�ti lnl mulaj berlaku pada langgal diundangkan. Agar 
setiap orang mengelahuin�, memerlntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penem�alannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Kepulauan Slau Tagulandahg Blaro. 

Ditetapkar di Ondong Siau 
pada ta,al 5 �.tu• 2011 

BUPATI U TAGULANOANG BIARO, 

Diundangk.an di Ondong S1au 
pada tanggat 8 q\l.stu• 2011 

' SERITA 0-"ERAH KABUPATEN KEPULA' fAN SIAU TAGULANDANG BIARO 
TAHUN 2011 NOMOR a T 

-- 


